PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 05/KPTS/DPRD-BK/V/2025

TENTANG,

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA,

bahwa berdasarkan Pasal 179 ayat (4) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib, maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Rekomendasi
atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati
Bulukumba Tahun Anggaran 2024;

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Nomor 6398);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 845 tahun 2020);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2024 Nomor 1);

Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Bulukumba dengan
Agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus DPRD
Kabupaten Bulukumba atas hasil Pembahasan LKPJ
Bupati Bulukumba Tahun Anggaran 2024, pada hari
Senin 19 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Bulukumba Tahun Anggaran
2024, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU
ditindaklanjuti oleh Bupati dan dipergunakan sebagai
bahan dalam:
a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan
tahun berikutnya;
b. Penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun
berikutnya;
c. Penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati,
dan/atau kebijakan strategis pemerintah daerah.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 19 Mei 2025
Dewan Perwyakilan Rakyat Daerah
[ Paraf Hierarki Kabupatqn\Bulukumba

Sekretraris DPRD k

Kepala Bagian ‘;\ /

Pelaksana A UMY ASNATUN KHADIJAH,SE
Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
2. Para KetuaFraksi DPRD KabupatenBulukumba di Bulukumba;

3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
4. ARSIP.



LampiranI : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bulukumba
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 19 Mei 2025
Tentang : Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

I.

Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024

Pendahuluan

1)

2)

3)

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada dewan perwakilan rakyat
daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat
LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada
dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun
anggaran. Sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
secara teknis operasional pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang belum lama ini
regulasi tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati menyampaikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD satu kali dalam satu tahun dan
disampaikan paling lama 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggl 24
Maret 2025, LKPJ bupati dilaksanakan bertahap sesuai jadwal dan
mekanisme pembahasan oleh pansus bersama Tim Penyusun LKPJ dan
OPD terkait sebagai berikut :

No.| Tanggal Uraian Ket.

1 25 Maret | Rapat paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Tahun
) 2025 Anggaran 2024

9 8 April Penetapan Ketua dan wakil ketua Pansus sekaligus
) 2025 penetapan jadwal pembahasan.

3 9 April Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024
] 2025 bersama Tim Penyusun LKPJ

4 13-16 Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan
" | April 2025 | Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

5 17 - 25 Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024
" | April 2025 | bersama Tim Penyusun LKPJ dan OPD.

dilanjutkan dengan Konsultasi Ke Badan

6 27 - 30 Pendapatan Daerah  Kota  Makassar, Badan

" | April 2025 | Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan, dan DPRD Kab.Maros.

- 2 -7 Mei | Lanjutan Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran
) 2025 2024 bersma tim penyusun dan OPD

g. | 810 Mei Kunjungan Lapangan
) 2025

9 14 -16 Rapat Internal pansus terkait penyusunan
" | Mei 2025 | rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

10 20 Mei Paripurna Pembacaan Rekomendasi Pansus LKPJ

2025 Bupati Bulukumba Tahun Anggaran 2024.




II.

DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang.

. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan.

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang

11.

12.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angggaran
2024.

14. Peraturan DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Tata Tertib.

15. Keputusan DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2025 tentang

III.

Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperehensif
tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Bulukumba mencapai tujuan
dan sasaran RPJMD dengan efektif, evisien dan sejalan dengan RPJPD
yang telah ditetapkan. Rekomendasi LKPJ kali ini meliputi Administratif,

Kebijakan, dan Hukum. Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2024

yang masih perlu direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan yaitu:

1. Percepatan dan ketepatan pencapaian tujuan pembangunan dalam
tahun berkenaan.

2. Memperkuat fungsi dan kinerja perangkat Daerah terkait dengan
pelaksanaan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

3. Memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur supaya tepat sasaran.

4. Perusahaan Kosultan Perencana dan konsultan pengawas
Pembangunan perlu di evaluasi, karena disinyalir bangunan yang
dikerjakan pada tahun 2024 bermasalah disebabkan karna
perencanaan dan pengawasan yang tidak efektif.



III.

5. Meningkatkan pengawasan dalam pembangunan fisik sehingga
mendapatkan output berkualitas

6. Melakukan penyesuaian Peraturan Bupati terkait standar biaya
umum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, Yang
disebabkan pada kenaikan harga dengan tetap berpedoman Perpres
No.33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang
berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah

7. Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama, agar segera mungkin
dibuatkan Peraturan Bupati

8. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah
untuk memastikan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

9. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu di
tingkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan,
pendidikan dan Administrasi Birokrasi

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp.1.702.474.798.275,- (Satu Trilliun Twjuh Ratus Dua
Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) terealisasi hanya
sebesar 93,68% dari target pendapatan daerah. tidak tercapai 100%
disebabkan karena adanya pendapatan asli daerah yang ditargetkan
Rp.253.497.076.685,-(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus
Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh
Lima Rupiah) terealisasi hanya Rp.213.347.469.083 (Dua Ratus
Tigabelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam
Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) Atau 84,16%, Untuk
pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut masih diperhadapkan dengan
permasalahan yang sama pada Tahun Anggaran sebelumnya diantaranya:
a. Belum akuratnya inventarisasi dan data riil potensi sumber-sumber
pendapatan daerah.
. Kontribusi perusahaan milik daerah terhadap PAD masih rendah.
Keterbatasan aparat pengelola pendapatan.
. Pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD belum efektif.
Pemahaman wajib pajak dan retribusi akan hak dan kewajibannya.
Menurunnya penerimaan negara khususnya yang dibagihasilkan ke
daerah.

o Q0o

untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah daerah agar:

1.

2.

3.

Mengoptimalkan pengelolaan objek pajak dan retribusi dalam
meningkatkan PAD.

Perlu adanya Investasi dan kerja sama dari pihak ketiga Untuk
mendukung visi misi Bupati.

Meningkatkan kontribusi perusahaan milik daerah dengan cara
menenpatkan orang — orang yang berkompeten.

Untuk meningkatkan kinerja kolektor pajak melakukan tugas-tugas
pendataan, penagihan, maupun pengawasan, dibutuhkan peremajaan
fasilitas penunjang,

Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah terkhusus pajak bumi
dan bangunan, direkomendasikan agar melakukan penghapusan denda
pajak tertunggak agar masyarakat kembali bersemangat untuk
membayar pajak.

Dari 227 wajib Pajak Hotel dan 1124 wajib pajak restoran pada Tahun
2023 hanya 42 unit yang telah terpasang dan menggunakan aplikasi
MPOS (mobile payment online system) untuk itu direkomendasikan



kepada Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga
agar memaksimalkan pemasangan M-pos pada semua hotel dan
restoran serta disiapkan anggarannya.

7. Untuk menunjang pendapatan daerah, agar pajak hotel dan restaurant
menggunakan aplikasi Qris.

8. Melakukan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan kerjasama
atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pungutan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah
No. 35 Tahun 2023.tentang ketentuan umum pajak daerah dan
retribusi daerah.

9. Percepatan penerbitan sertifikat terhadap lahan milik Pemerintah serta
meminta kepada Pemerintah daerah untuk tidak melakukan
pembangunan di atas lahan yang belum ada alas haknya.(bukti
kepemilikan lahan)

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Target Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.592.984.245.360,-
(Satu Trilliun Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan
Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh
Rupiah) Permasalahan utama belanja daerah pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah adanya
keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk dapat memenuhi atau
mengakomodir semua kegiatan pembangunan yang prioritas. Untuk itu
direkomendasikan kepada setiap OPD mengoftimalisasi penganggaran dan
belanja organisasi perangkat Daerah agar tidak terdapat sisa anggaran.

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

» Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1) Bidang Pendidikan
Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp537.476.558.557,- (Lima Ratus Tiga
Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp519.577.069.379,- (Lima Ratus Sembilanbelas Milyar Lima Ratus Tujuh
Puluh Tuwjuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan
Rupiah) atau 96,67 %, terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.899.489.178,-
(Tujuhbelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus
Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah )

1) Ditemukan pekerjaan pembangunan pasilitas pendidikan tahun anggran

2024 yang tidak sesuai dengan perencanaan(SMPN 1 Bulukumba, SDN
309 Dumpu Kec. Kajang) , untuk itu direkomendasikan kepada
Pemerintah Daerah agar dalam hal perencanaan rehabilitasi Sekolah
harus betul-betul yang prioritas.

2) Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga tekhnis untuk pemenuhan
kebutuhan dan pemerataan aparatur dalam bidang Pendidikan

3) Meningkatkan kualitas pemenuhan Sarana prasarana untuk pelayanan
dasar khususnya dibidang Pendidikan

4) Pelaksanaan pekerjaan swakelola agar tidak dipihakketigakan.

S5) Pansus menemukan adanya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi
gedung yang belum dapat digunakan, namun telah menghabiskan
anggaran sebesar kurang lebih 2, 383 Milyar,( SMPN 1 Bulukumba).

2) Bidang Kesehatan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp159.676.376.523,-
(Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta
Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan
terealisasi sebesar Rp147.247.464.891,- (Seratus Empat Puluh Tujuh



3)

1)

2)

3)

Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat
Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Sartu Rupiah) atau 92,22%, terdapat
sisa anggaran sebesar Rp12.428.911.632,- (Duabelas Milyar Empat
Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus
Tiga Puluh Dua Rupiah), untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah
Daerah agar:

Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga tekhnis untuk pemenuhan
kebutuhan dan pemerataan aparatur dalam bidang Kesehatan
Pemenuhan dokter dan tenaga kesehatan serta menambah besaran
tambahan penghasilan di fasilitas pelayanan kesehatan di Desa.
Meningkatkan kualitas pemenuhan Sarana prasarana untuk pelayanan
dasar khususnya dibidang kesehatan.

Bidang Kesehatan (UPT RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja)

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp143.301.918.252,-
(Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus
Delapanbelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi
sebesar Rp150.226.307.573,- (Seratus Lima Puluh Milyar Dua Ratus Dua
Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga
Rupiah) atau mencapai 104,83 %, terdapat pelampauan target pendapatan
sebesar Rp6.924.389.321,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh
Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh
Satu Rupiah). telah dilaksankan sesuai dengan kegiatan yang di
programkan, dan DPRD memberikan Apresiasi atas capaian target
anggarannya, dan terus meningkatkan pelayanannya sesuai motto
kepuasan anda tujuan kami.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp168.384.831.820,-
(Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan puluh Empat Juta
Delapan ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)
terealisasi sebesar Rp138.145.931.708,- (Seratus Tiga Puluh Delapan
Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu
Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau hanya mencapai 82,04%, Capaian
Realisasi Anggaran yang rendah, karena terdapat sisa anggaran yang
besar yaitu sekitar Rp30.238.900.112,- ( Tiga Puluh Milyar Dua Ratus
Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Duabelas Rupiah),
untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang mampu hadir memonitor dan
mendata secara detail, lengkap dan terperinci terkait infrastruktur berupa
kondisi jembatan, kondisi jalan desa serta PJU untuk mewujudkan
kondisi infrastruktur Kabupaten Bulukumba yang baik dan merata.
Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Kedepan diharapkan keberadaan infrastruktur memberikan dampak
perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
diperlukannya pemilihan konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat
merencanakan maupun mengawasi pembangunan lebih baik, sehingga

kualitas bangunan sesuai dengan apa yang diharapkan.



4)

6)

7)

4)

1)

2)

1

Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bulukumba
dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak pembangunan
infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten
Bulukumba dengan output berupa Indeks Pembangunan Ekonomi
Inklusif di Kabupaten Bulukumba.

Diperlukannya data pendukung terkait saluran irigasi primer dan
sekunder dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.
Perlu adanya sinkronisasi terkait lahan persawahan dalam menunjang
Perda RTRW yang akan di bahas dalam menyesuaikan dengan
perundangan terbaru.

meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas
infrastruktur lainnya untuk  meningkatkan  koneksivitas dan
aksebikitas masyarakat.

Perlunya Pemerintah Daerah memastikan pemanfaatan aset dan
menertibkan. antara lain, pertigaan jalan pasar tanete Kec. Bulukumpa.

Bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas (Satpol
PP,Damkar dan Penyelamatan )

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp11.572.330.088 (Sebelas
Milyar Lima Ratus Twjuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu
Delapan  Puluh  Delapan  Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp11.420.340.590,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga
Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah ) atau
mencapai 98,69%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp151.989.498,-
(Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan
Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah.) untuk itu
direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak, sehingga perlu
ada sinergi dengan Dinas Perijinan, Bapenda dan dinas terkait dalam hal
penertiban baliho untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten
Bulukumba.

Pemenuhan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah perlu menjadi
perhatian oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut mengingat
bahwa realisasi dalam pemenuhan Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah belum terlihat signifikan, khususnya dalam hal Penanganan
Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penanganan Gangguan
Ketertiban Umum.

Bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah)

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.220.627.808,- (Dua
Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu
Delapan  ratus  Delapan  Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp2.154.563.425,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima
Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau
97,02%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp66.094.383,- (Enam Puluh
Enam Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga
Rupiah) maka dengan ini direkomendasikan kepada pemerintah daerah
agar:

. Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko
Bencana dan menghadirkan data yang lengkap dan komprehensif
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terkait wilayah mitigasi daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten
Bulukumba.

. Perlunya evaluasi yang harus dilakukan BPBD terkait penanganan

bencana berupa akurasi data, dalam upaya mendorong tersalurkannya
bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terkait
dana bantuan kerusakan rumah yang terjadi akibat adanya angin
puting beliung di Kec. Rilau ale, Kec. Kindang dan Kec. Ujung Bulu.

. Meningkatkan berbagai upaya untuk mewujudkan Desa Tangguh

Bencana di kabupaten Bulukumba baik melalui kegiatan
pelatihan /workshop maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan
dengan prioritas desa rawan bencana sesuai peta desa rawan bencana .

Bidang Sosial

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.834.393.013,- (Empat
Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh
Tiga Ribu Tigabelas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.725.579.578,-
(Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh
Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau mencapai
97,75%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp108.813.435,- (Seratus
Delapan Juta Delapan Ratus Tigabelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima
Rupiah). Untuk itu direkomendasikan agar memaksimalkan Peran serta
Pemerintah Desa melakukan Verifikasi dan Validasi Data melalui SIKS-
NG dan keterlibatan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial terhadap
penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dalam
Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial, dalam upaya Penurunan PMKS.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Tenaga Kerja

Target Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp862.161.500,- (Delapan
Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus
Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp854.233.050,- (Delapan ratus Lima
Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah)
atau mencapai 99,08%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.928.450,-
(Twjuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima
Puluh Rupiah). telah dilaksankan sesuai dengan kegiatan yang di
programkan, dan DPRD memberikan Apresiasi atas capaian target
anggarannya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp806.000.000,- (Delapan
Ratus Enam Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp669.684.150,-
(Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh
Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau hanya sebesar 83,09%,
terdapat sisa anggaran sebesar Rp136.315.850,- (Seratus Tiga Puluh
Enam Juta Tiga Ratus Limabelas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif
dalam melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bidang Pangan
Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp382.968.500,- (Tiga

Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu
Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp374.370.500,- (Tiga
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Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus
Rupiah) atau mencapai 97,75%, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp8.598.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu
Rupiah) untuk itu direkomendasikan kepada kepala Daerah agar :
Mengalokasikan anggaran untuk bantuan mesin pengering (vertical
dryer) disetiap Kecamatan yang mempunyai lahan persawahan 50-100
Ha. Untuk meningkatkan kualitas gabah petani dengan standar harga
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bantuan handtraktor ke
petani guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah.
Perlunya program pembangunan jalan tani untuk menunjang kelacaran
mobilitas petani dalam melaksanakan aktifitasnya.

Bidang Pertanahan

Target Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp13.713.346.900,-
(Tigabelas Milyar Tujuh Ratus Tigabelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh
Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp2.348.419.100,- (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta
Empat Ratus Sembilanbelas Ribu Seratus Rupiah) atau hanya mencapai
17,13%, realisasi anggaran sangat rendah terdapat sisa anggaran
sebesar Rp11.364.927.800,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh
Empat Juta Sembilan ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)
terdapat paket kegiatan yang anggarannya tidak terealisasi yaitu
pembebasan lahan bandara wisata bira dikarenakan masih adanya
dokumen pendukung yang tidak lengkap, Pemerintah perlu fokus dan
serius mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

Bidang Lingkungan Hidup

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp13.047.451.267,-
(Tigabelas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu
Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp12.835.273.590,- (Duabelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima
Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh
Rupiah) atau mencapai 98,37%. terdapat sisa anggaran sebesar
Rp212.177.677,- (Dua ratus Duabelas Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh
ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). telah dilaksanakan sesuai
dengan kegiatan yang di programkan, dan DPRD memberikan Apresiasi
atas capaian target anggarannya, dan terus meningkatkan pelayanannya
utamanya dibidang persampahan, dan direkomendasikan kepada
Pemerintah Daerah agar:

Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam

menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga tekhnis untuk pemenuhan
kebutuhan dan pemerataan aparatur dalam bidang persampahan.
Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam proses
penanganan atau pengolahan sampah pada tempat pembuangan
sampah (aset Pemerintah) yang ada di Kecamatan Bulukumpa.
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Memperbaiki kualitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi
masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sampah.

Menindaklanjuti Perda No 9 tahun 2015. tentang masyarakat Hukum
adat Ammatoa, untuk dibuatkan Perbup terkait pelaksanaan perdanya.

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.487.130.219,-(Empat
Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu
Dua  Ratus  Sembilanbelas Rupiah) dan  terealisasi sebesar
Rp4.443.072.094,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta
Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau mencapai
99,02%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp44.058.125,- (Empat Puluh
Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di programkan, dan
DPRD memberikan Apresiasi atas capaian target anggarannya, dan terus
meningkatkan pelayanannya utamanya dibidang pelayanan umum
Kantor. Dan direkomendasikan kepada pemerintah daerah agar segera
mengaktifkan Kembali fasilitas jaringan komunikasi data yang
bermasalah dibeberapa Kecamatan,guna lebih meningkatkan pelayanan
kepada Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp5.714.079.033,- (Lima
Milyar Tujuh Ratus Empatbelas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga
Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.666.789.603,- (Lima
Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh
Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah) atau mencapai 99,17%,
terdapat sisa anggaran sebesar Rp47.289.430,- (Empat Puluh Tujuh Juta
Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di programkan, dan
DPRD memberikan Apresiasi atas capaian target anggarannya,

direkomendasikan kepada Dinas PMD untuk terus melakukan
pembinaan kepada Pemerintah Desa, terutama kedisiplinan jam kerja
perangkat Desa, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih
ditingkatkan.

Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp13.289.347.885,-
(Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi
sebesar Rp12.710.814.396,- atau mencapai 95,65 %, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp578.533.489,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan
Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh
Sembilan Rupiah). untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah
Daerah agar :

Penyuluh BKKBN melakukan inovasi dalam Penanganan stunting di
Kabupaten Bulukumba, dengan program pemberian makanan bergizi
pada ibu hamil, ini sejalan dengan asta cita Presiden Republik

Indonesia.
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Bidang Perhubungan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp25.304.160.717,- (Dua
Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tujuh
Ratus Tujuhbelas Rupiah dan terealisasi sebesar Rp25.096.103.198,-
(Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Ribu
Seratus sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau mencapai 99,18%,
terdapat sisa anggaran sebesar Rp208.057.519,- (Dua Ratus Delapan
Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilanbelas Rupiah) telah
dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di programkan, dan DPRD
memberikan Apresiasi atas capaian target anggarannya olehnya itu
direkomendasikan kepada Pemerintah daerah agar:

Menyiapkan stok alat dan bahan Traficc light dan menambah fasilitas

mobil hidrolik operasional lampu penerangan jalan. Sehingga dapat
mempercepat proses perbaikan yang dilaksanakan oleh personil
lapangan PJU Dinas perhubungan.

Memprogramkan Penambahan pengadaan KWH PJU se Kabupaten
Bulukumba.

Membuat data base objek retribusi tepi jalan.

Bidang Komunikasi dan informatika

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp3.902.190.040,- (Tiga
Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat
Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.746.091.500,- (Tiga Milyar
Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima
Ratus Rupiah) atau mencapai 96 %, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp156.098.540,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh  Rupiah), oleh karena itu
direkomendasikan kepada Pemerintah daerah agar:

1) Merperkuat dan memperluas jangkauan sistem dan jaringan informasi

pelayanan publik berbasis elektronik dan digital.

2) Untuk mempermudah informasi, di lingkup Pemerintah Kabupaten

Bulukumba maka direkomendasikan pemasangan internet di setiap
desa. Di sepuluh Kecamatan.

3) Melakukan kerja sama dengan Pihak ketiga terkait Penambahan

1)

pembangunan menara telekomunikasi (Tower) di wilayah yang tdk
memiliki akses jaringan.

Bidang Koperasi dan usaha kecil menengah

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.422.632.033,- (Empat
Milyar Empat Ratus Dua Pulu Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu
Tiga Puluh Tiga Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.4.229.826.596,-
(Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau
mencapai 95,64%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp192.805.437,-
(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat ratus
Tiga Puluh Tujuh Rupiah ). maka direkomendasikan agar :
Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusun program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan

sesuai yang diharapkan.
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Perlunya regulasi dalam pengelolaan Pantai Merpati sebagai
pengembangan UMKM di Kabupaten Bulukumba dan dapat menjadi
destinasi wisata yang menunjang ekonomi kerakyatan.

Sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah

Mengintegrasikan Program pemberdayaan Koperasi dengan sektor-sektor
yang strategis.

Bidang Penanaman Modal

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp3.428.578.065,- (Tiga
Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh
Delapan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp3.320.569.974,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus
Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)
atau mencapai 96,85%, terdapat sisa anggaran = sebesar
Rp108.008.091,- (Seratus Delapan Juta Delapan Ribu Sembilan Puluh
Satu Rupiah),maka direkomendasikan kepada Pemerintah daerah agar
merealisasikan sesuai rencana yang ada dalam RPJMD terkait investor

asing yang akan masuk di kab. Bulukumba.

Meningkatkan promosi investasi dan fasilitasi perizinan untuk menarik
investor.

Mendorong pengembangan investasi berkelanjutan yang ramah
lingkungan.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp7.341.737.850,- (Tujuh
Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh
Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp7.257.096.516,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta
Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enambelas Rupiah) atau
mencapai 98,85%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp84.641.334,-
(Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga
Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), telah dilaksanakan sesuai dengan
kegiatan yang di programkan, dan DPRD memberikan Apresiasi atas
capaian target anggarannya.

Meningkatkan pengembangan program kepemudaan yang berfokus pada
pendidikan dan pelatihan dan pemberdayaan.

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial politik dan
ekonomi

Membangun dan memperbaiki infrastruktur olahraga untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga.
Mengembangkan program olahraga untuk penyandang disabilitas

Untuk meningkatkan inklusi dan kesetaraan.

Bidang Statistik

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp35.100.050,- (Tiga Puluh
Lima Juta Seratus Ribu Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp35.037.202,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus
Dua Rupiah) atau mencapai 99,82 %, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp62.848,- (Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan
Rupiah) telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di programkan,
dan DPRD memberikan Apresiasi atas capaian target anggarannya.
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Peningkatan kualitas data statistik melalui pengumpulan, pengelolaan
dan analisis data yang lebih akurat dan tepat waktu.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik
dibidang pendidikan dan pelatihan yang efektif khusunya satu data
indonesia

Bidang Kebudayaan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 24.394.981.319,- (Dua
Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu
Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp22.606.471.913,-
(Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Juta Empat ratus Tujuh Puluh
Satu Ribu Sembilan Ratus Tigabelas Rupiah) atau mencapai
92,67%.terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.788.509.406,- (Satu Milyar
Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu
Empat Ratus Enam Rupiah) direkomendasikan kepada Pemerintah
Daerah agar Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal
tahun dalam menyusun program yang akan dilaksanakan, sehingga
pada saat pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah
ditetapkan dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan
dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

. Meningkatkan upaya pelestarian warisan budaya termasuk situs sejarah

dan tradisi kearifan lokal
Mengembangkan festival dan acara kebudayaan untuk meningkatkan
promosi kebudayaan dan pariwisata.

Bidang Perpustakaan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.951.360.845,- (Dua
Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu
Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp2.671.010.666,- (Dua Milyar Enam Ratus Twuh Puluh Satu Juta
Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau mencapai
90,50%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp280.350.179,- (Dua Ratus
Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh
Sembilan Rupiah) direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :
Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.
Mendorong Dinas Perpustakaan memperkuat literasi yang berbasis
budaya lokal, dan worhsop guna menumbuhkan kecintaan generasi
muda terhadap warisan budaya lokal.

Bidang Kearsipan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp45.166.950,- (Empat
Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima
Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp43.560.700,- (Empat Puluh
Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau
mencapai 96,44%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.606.250,- (Satu
Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) telah
dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di programkan, dan DPRD
memberikan Apresiasi atas capaian target anggarannya,
direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :



1)

2)

1)

2)

1)

2)

5)

. Percepatan digitalisasi arsip dan koleksi perpustakaan untuk

mempermuda akses informasi bagi masyarakat, serta menjaga
kelestarian dokumen penting daerah.

URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Bidang Kelautan dan Perikanan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 40,292,962,770,-
(Empat Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus
Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan terealisasi
sebesar Rp26,921,836,199,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus
Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus
Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai 66.82%, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp13,371,126,671,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus
Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh
Puluh Satu Rupiah). direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar:
Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan

Bidang Pariwisata

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp9.851.846.643,-
(Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus
Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah ) dan
terealisasi sebesar Rp8.977.019.011,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Sebelas Rupiah) atau
mencapai 91,12%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp874.827.632,-
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh
Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). direkomendasikan kepada
Pemerintah Daerah agar :

Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Peningkatan Pengelolaan Potensi Wisata, LKPJ Bupati sering
merekomendasikan pemanfaatan optimal spot-spot wisata yang
berpotensi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini bisa
mencakup pengembangan infrastruktur wisata, peningkatan promosi,
dan peningkatan kualitas layanan di lokasi wisata.

Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Pariwisata:

Rekomendasi juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan
pendapatan dari sektor pariwisata, seperti melalui pengembangan
UMKM wisata, peningkatan tarif masuk, atau pengembangan produk
wisata baru.

Peningkatan infrastruktur penunjang, seperti jalan mening
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Bidang Pertanian

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp34,972,927,732,- (Tiga
Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan
terealisasi sebesar Rp33,703,119,277,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh
Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Rupiah) atau mencapai 96,37%, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp1,269,808,455,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta
Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :

Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam

menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Melakukan Pembasmian hama babi secara serentak se Kabupaten
Bulukumba melibatkan semua potensi untuk mengadakan perburuan
sekali sebulan.

Perlu dukungan Pemerintah daerah kepada para petani melalui program
pengadaan Sumur bor persawahan

Bidang Kehutanan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp37,602,000,- (Tiga
Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp37,602,000, (Tiga Puluh Twuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah)
atau mencapai 100%, terdapat sisa anggaran sebesar RpO,- (Nol Rupiah)
telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di programkan, dan
DPRD memberikan Apresiasi atas capaian target anggarannya.
Direkomendasikan agar pemasangan tapal batas Kawasan Tahura dan
hutan Lindung.

Bidang Perdagangan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp57.992.420.615,- (Lima
Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat
Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) dan terealisasi
sebesar Rp42.894.181.055,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus
Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Puluh
Lima Rupiah) atau hanya mencapai 73,97%, terdapat sisa anggaran
sebesar Rp15.098.239.560,- (Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Delapan
Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh
Rupiah). untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :
Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam

menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

kedepan diharapkan keberadaan infrastruktur memberikan dampak
perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
serta diperlukannya pemilihan konsultan yang berkualitas/kredibel agar
dapat merencanakan maupun mengawasi pembangunan lebih baik,
sehingga kualitas bangunan sesuai dengan apa yang diharapkan.
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Bidang Perindustrian

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp4.361.424.950,- (Empat
Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat
Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp4.232.264.486,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua
Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam
Rupiah) atau mencapai 97,04%, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp129.160.464,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh
Ribu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) untuk itu
direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :
Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Sekretariat Daerah Kab. Bulukumba

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp26.630.228.526,- (Dua
Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi
sebesar Rp24.626.976.319,- (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua
Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus
Sembilan Belas Rupiah) atau mencapai 92,48%, terdapat sisa anggaran
sebesar Rp2.003.252.207,- (Dua Milyar Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh
Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), direkomendasikan kepada
Pemerintah Daerah agar:
perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.
Terima Kasih kepada Pemerintah daerah atas dikeluarkannya surat
edaran bupati terkait shalat berjama’ah di masjid,
Perlunya perhatian khusus terhadap Perda yang mengatur mengenai
pandai baca tulis Alquran menjadi salah satu  syarat masuk
Pendidikan dasar.

Sekretariat DPRD

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp38.515.241.172,- (Tiga
Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat
Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan terealisasi
sebesar Rp37.559.584.145,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus
Empat Puluh Lima Rupiah) atau mencapai 97,52%, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp955.657.027,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima
Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah), untuk
itu direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :
Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.
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Dalam proses pengelolaan keuangan harus lebih efektif dan terukur,
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan lebih jelas, efisien dan tepat
sasaran.

Perbaikan dan peningkatan kinerja sekretariat DPRD yang bersifat
terukur

Pemaparan permasalahan secara transparan, dan tantangan yang
dihadapi terhadap tugas dan fungsinya.

Perlu adanya Inovasi pada sekretariat secara rinci.

Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rpl10.411.916.938,-
(Sepuluh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Belas
Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp9.912.892.992,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta
Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Dua Rupiah) atau mencapai 95,21%, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp499.023.946,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh
Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), untuk itu
direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar perlunya
perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Bidang Keuangan

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.199.439.216.839,-
(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh
Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp194.001.188.269,- (Seratus
Sembilan Puluh Empat Milyar Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan
Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai 97,27%,
terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.438.028.570,- (Lima Milyar Empat
Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh
Puluh Rupiah) , Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar
dalam penyusunan anggaran harus sesuai dengan aturan dan
kebutuhan OPD.

Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp5.648.717.215,- (Lima
Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas
Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar
Rp5.298.819.996,- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta
Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Enam Rupiah) atau mencapai 93,81%, terdapat sisa anggaran sebesar
Rp349.897.219,- (Tiga Ratus Sembilan Empat Juta Delapan Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), untuk itu
direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar perlunya
perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.
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Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Target Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp11.742.457.729,-
(Sebelas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima
Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi
sebesar Rp11.101.716.008 (Sebelas Milyar Seratus Satu Juta Tujuh
Ratus Enambelas Ribu Delapan Rupiah) atau mencapai 94,54%, terdapat
sisa anggaran sebesar Rp640.741.721,- ( Enam Ratus Empat Puluh Juta
Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah),
untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar perlunya
perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan
dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan.

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Pada LKPJ tahun anggaran 2024 Pansus telah melakukan telaah
terhadap tindak lanjut rekomendasi LKPJ ditemukan ada beberapa
rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah, maka
direkomendasikan kepada Pemerintah daerah konsisten menindak
lanjuti rekomendasi tersebut.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan dialokasikan anggaran
sebesar Rp87.660.000,- (Delapan Puluh Twjuh Juta Enam Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah) direalisasikan sebesar Rp87.520.000 (Delapan Puluh
Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 99,84 % telah
dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di programkan, dan DPRD
memberikan Apresiasi atas capaian target anggarannya, dan
direkomendasikan kepada Pemerintah daerah agar :

Pemantauan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik hendaknya
dapat dilaksanakan rutin mulai dari awal tahun anggaran hingga akhir
pelaksanaan sebab pekerjaan fisik memerlukan proses yang panjang dan
diperlukan kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pemantauan dan evaluasi hendaknya dapat dilakukan untuk seluruh
kegiatan, tidak hanya kegiatan Tugas Pembantuan, mengingat
keberhasilan seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan tolok ukur
terpenting dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

mendorong OPD untuk lebih aktif melakukan konsultasi dan koordinasi
pada Kementerian untuk mendapatkan anggaran tugas Pembantuan.

Ditetapkan di Bulukumba

pada tanggal 19 Mei 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Paraf Hierarki Kabupatqn\Bulukumba

Sekretraris DPRD
Kepala Bagian

Pelaksana

»lr
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